SALINAN

L TR

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN
DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN PATI

Menimbang

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan
Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah,
ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi
Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan
kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah daerah diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan
dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-undang...



Menetapkan

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB

PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN

LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN PATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pati.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pati.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan

oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

5. Wajib...



(1)

(2)

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan  perpajakan
daerah.
Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan
layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan
status wajib pajak.
Informasi Status Wajib Pajak adalah informasi yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
pelaksanaan Konfrmasi Status Wajib Pajak atas layanan
publik tertentu kepada perangkat daerah.
Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib
Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dan pusat.
Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan
pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pati
berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah
Kabupaten Pati.

BAB I

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2
Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib
Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilakukan secara online melalui sistem informasi
Pemerintah  Daerah terkait pajak daerah untuk

memperoleh informasi status Wajib Pajak valid.

(3) Dalam...



(3)

Dalam hal diperoleh informasi Status Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status
tidak valid maka wajib pajak harus menyelesaikan
kewajiban untuk mendapatkan Status Wajib Pajak valid.
BAB III
LAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 3

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) terdiri atas :

a.
b.

C.

izin usaha hiburan;
izin mendirikan bangunan;
izin usaha restoran; dan
izin reklame (perpanjangan).
BAB IV
STATUS WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU
Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada pemohon

setelah status wajib pajak pemohon terkonfirmasi valid

berdasarkan sistem informasi Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB YV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait

konfirmasi status wajib pajak daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah.

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI PATI,

Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 52
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